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Dinamika Sosial Politik menjelang Pemilu Serentak 2019

Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelar empat kali pemilu. Tetapi, pemilu kelima
tahun 2019, khususnya, pemilu presiden (pilpres) memiliki konstelasi politik yang lebih
menyita perhatian publik. Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai
‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna
tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-
tahapan penting yang harus dilalui. Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang
berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan
kekuatan-kekuatan politik. Proses demokrasi (demokratisasi) tersebut berlangsung relatif
dinamis, khususnya sejak Pemilu 1999. Demokrasi yang berlangsung di daerah-daerah
merupakan landasan utama bagi berkembangnya demokrasi di tingkat nasional. Pemilihan
kepala daerah secara langsung merupakan terobosan penting yang dimaksudkan sebagai
upaya pendalaman demokrasi. Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak
lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip
kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Dalam konteks ini, pilpres
langsung dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak
lanjut jaminan terhadap hak-hak politik tersebut. Oleh karena itu, dalam studi ini pilpres
dilihat bukan hanya sebatas pesta demokrasi semata, melainkan juga sebagai instrumen
proses pendalaman demokrasi di tingkat nasional. Sebagai instrumen pendalaman
demokrasi, pilpres merupakan upaya penciptaan pemerintahan yang efektif pasca pemilu.
Pendalaman demokrasi bisa berasal dari negara dan bisa pula dari masyarakat.
Pendalaman demokrasi juga dapat dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan
pemerintahan yang efektif. Partisipasi masyarakat (political participation), menggambarkan
bagaimana tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik.

Pemilu 2019 dan masalahnya

Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu
serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Berbeda
dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem
presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformat. Untuk
memenuhi hal itu, semua pihak harus berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas
pemilu, bukan saja secara prosedural, melainkan juga secara substansial. Dengan kata lain,
pilpres dan pileg 2019 perlu disikapi dengan cara-cara yang rasional, dewasa, profesional,
adil, jujur, bijak dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, berebut suara muslim merupakan hal
yang logis dan selalu terjadi dalam setiap pemilu. Meskipun dikotomi santri-abangan
cenderung makin cair, pendapat tentang pentingnya pasangan calon yang
merepresentasikan santri dan abangan masih cukup kuat. Tetapi, hal tersebut tidak dengan
sendirinya memberikan jaminan kemenangan. Sejauh ini, dua tokoh utama NU lainnya,



yakni Salahuddin Wahid dan Hasyim Muzadi, juga pernah menjadi cawapres dari capres
Nasionalis, yakni Wiranto dan Megawati, tetapi keduanya kalah. Lebih dari itu, sejak pemilu
1955 parpol Islam pun belum pernah memperlihatkan dominasi politiknya. Bahkan, suaranya
cenderung semakin mengalami penurunan.

Kegagalan parpol

Sejak 1999 kinerja parpol tidak kunjung menghasilkan landasan atau platform politik
nasional. Kampanye lebih merupakan pameran pernak-pernik demokrasi ketimbang untuk
memetakan dan menjawab persoalan bangsa. Parpol hanya memperdebatkan soal electoral
threshold sebagai legitimasi kelayakan,namun minim wacana mengenai ide atau program
yang hendak ditawarkan pada rakyat. Perhatian parpol pada rakyat umumnya hanya terjadi
pada saat pemilu ketika mereka membutuhkan dukungan suara. Setelah itu, hak dan
kedaulatan rakyat tercampakkan. Bagi massa, parpol gagal melaksanakan peran dan
fungsinya dan cenderung menggunakan institusinya hanya untuk memperjuangkan
kekuasaan dan kepentingannya sendiri. Absennya beberapa fungsi yang tak dilakukan
parpol tersebut membuat kepercayaan rakyat ke parpol menurun drastis. Parpol belum
menjadi partai kader, tapi lebih mengandalkan peran ketokohan seorang ketua umum/ketua
dewan pembina sebagaimana ditunjukkan selama ini.

Penutup

Proses pendalaman demokrasi/konsolidasi demokrasi memerlukan peran penting
stakeholders terkait pemilu dan juga elemen-elemen kekuatan lainnya seperti civil society,
elite/aktor, media massa dan medsos serta lembaga survey. Independensi, kedewasaan
dan partisipasi kekuatan-kekuatan sosial (societal forces) tersebut sangat diperlukan. Civil
society, misalnya, perlu tetap kritis dalam mengawal pemilu dan hasilnya. Media massa bisa
menjadi pemasok berita yang obyektif dan melakukan kontrol sosial yang berpihak pada
rakyat.

Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019
yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan
menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan
koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan
sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi
ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani
pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun.
Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi
nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya
sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.



